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ABSTRAK
Lembaga Pemasyrakatan merupakan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam hal Pembinaan Narapidana telah diatur dalam pasal 5 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan, dan terjamin hak untuk tetatp berhubungan keluarga dan orang-orang tertentu. Berbicara hak narapidana salah satunya tentu harus dipenuhi terutama hak dilindungi, hak di dengar keluhannya dll. Namun pada kenyataannya bahwa Lembaga Pemasyarakatan selalu dibayangi kegagalan. Sehingga regulasi yang ada atau berlaku selalu menyimpang dengan yang di aplikasikannya terutama dalam menjalankan tuganya, seperti penuhnya kapasitas tidak dapat menampung jumlah penghuni yang semakin banyak serta pemenuhan hak-haknya. Belum lagi sewa fasilitas yang dilakuan napi terhadap oknum petugas dan pungli lainnya. Meskipun UU, PP, KEPMEN serta Kode etik Pemasyarakatan telah ada, yang mana  seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya, pada kenyataannya hanya menjadi wacana saja atau hiasan bagi para Pegawai Pemasyarakatan.
Identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalahfaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas kinerja lapas dihubungkan dengan Prosedur dan Bagaimana pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, serta Bagaimana pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana
Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literature, dan internet yang didukung oleh penelitan lapangan yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana.
Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan, penulis mengutip dari beberapa ahli yang terutama Soerjono Soekanto mengatakan 5 faktor penegakan hukum. Adapun kelima faktor Penegakan Hukum tersebut belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat diketahui dari Faktor Penegak Hukum yaitu Petugas Sipir yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yg ada baik dalam hal membina narapidana maupun hak-hak narapidana yang belum terpenuhi, seperti petugas sipir dapat di suap memberikan ijin keluar masuknya narapidana tanpa sesuai prosedur, memberikan fasilitas mewah bagi narapidana yang memiliki uang, melakukan bisnis haram antara petugas dan napi dengan bebas, serta sipir melakukan penganiayaan terhadap napi. Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan pun masih lemah baik dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional serta tidak memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. Selanjutnya pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana masihbanyak permasalahan dalam pemasyarakatandalam hal pembinaan narapidana yang masihmenggunakan cara-cara lama, pemenuhan hakseorang narapidana di lembagapemasyarakatan yang belum maksimal, diskriminasi terhadap narapidana miskin dan kaya sertasarana dan prasarana yang tidak memadai bagipara narapidana yang memungkinkan seorangmantan narapidana melakukan tindak pidanalagi (residivis).
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ABSTRACT

	The Correctional Institutions are part of the Criminal Justice System. Penitentiary is a place to carry out the Guidance of Prisoners and Students of Corrections. In the case of Prisoners Coaching has been regulated in article 5 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, that the system of correctional assistance must be carried out based on the principles of care, equality of treatment and service, education, guidance, respect for human dignity, loss of independence is suffering, and guaranteed right to stay in touch with family and certain people. Speaking of prisoners' rights, one of them must be fulfilled, especially protected rights, the rights to hear complaints etc. But in reality that Penitentiary is always overshadowed by failure. So that the existing or applicable regulations always deviate from what they apply, especially in carrying out the tasks, such as full capacity cannot accommodate the increasing number of residents and fulfillment of their rights. Not to mention the rental of facilities that prisoners have committed against officers and other illegal levies. Although the Law, PP, KEPMEN and Correctional Code of Ethics already exist, which should be a guideline in carrying out their duties, in reality it only becomes a discourse or decoration for correctional staff.
	The identification of the problems that the writer did in this study were what factors influenced the effectiveness of prison performance related to the Procedure and How to supervise the correctional institution, and how the implementation of the prison in protecting prisoners
The research method that I do is the method of normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library data or material which is secondary data in the form of legislation, various kinds of literature, and the internet which is supported by field research which is primary data. The research specification uses analytical descriptive, namely in order to study the materials sourced from the literature, and the laws and regulations concerning all matters relating to the effectiveness of the performance of correctional institutions in protecting prisoners.
	The conclusion that can be drawn by the writer in this study is that the factors that influence the effectiveness of the correctional institution performance, the authors quote from several experts who, especially Soerjono Soekanto, said 5 factors of law enforcement. The five factors of Law Enforcement have not been implemented optimally. This can be seen from the Law Enforcement Factors, namely the Warden Officer who in carrying out his duties is not in accordance with existing regulations both in terms of fostering prisoners and prisoners' rights that have not been fulfilled, such as the wardens can bribe permission to enter prisoners without appropriate procedures. provide luxury facilities for inmates who have money, conduct illicit business between officers and prisoners freely, as well as guards to persecute prisoners. Furthermore, the supervision of correctional institutions is still weak both from inherent supervision and functional supervision and has no responsibility in terms of supervision. Furthermore, the implementation of correctional institutions in protecting prisoners is still a lot of problems in correctional matters in terms of coaching inmates who still use old methods, fulfilling the rights of an inmate in a prison that is not maximized, discrimination against poor and rich prisoners and insufficient facilities and infrastructure for inmates that allow an ex-convict to commit another crime (recidivism).
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